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ABSTRAK

Luthfi Chalis Shiraath (18060113) : Pengaruh  Desentralisasi  Fiskal,
Investasi Publik, dan Investasi Swasta
terhadap Implementasi Otonomi
Daerah di Kab/Kota  Provinsi
Sumatera Barat. Di bawah bimbingan
Bapak Drs. Ali Anis, MS.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh: (1)
Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap implementasi otonomi daerah
di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (2) Sejauhmana pengaruh investasi publik
terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (3)
Sejauhmana pengaruh investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di
kab/kota provinsi Sumatera Barat. (4) Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal,
investasi publik, dan investasi swasta terhadap implementasi otonomi daerah di
kab/kota provinsi Sumatera Barat.

Jenis penelitian ini adalah deskripitif dan induktif. Data yang digunakan
adalah data panel untuk 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dari tahun 2013-2021,
data diperoleh dari lembaga terkait dengan variabel penelitian yang dikelompokkan
menjadi dua bagian yaitu variabel terikat yang pada peneltian ini adalah
implementasi otonomi daerah dan variabel bebas yang terdiri dari desentralisasi
fiskal, investasi publik, investasi swasta. Penelitian ini menggunakan analisis
regresi data panel dengan menggunakan Random Effect Moden (REM).

Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa: (1) Desentralisasi fiskal
berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di
kab/kota provinsi Sumatera Barat. (2) Investasi publik berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera
Barat. (3) Investasi swasta berpengaruh positif dan signifikan terhadap
implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera Barat. (4)
Desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta berpengaruh positif dan
signifikan terhadap implementasi otonomi daerah di kab/kota provinsi Sumatera
Barat.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Investasi Swasta, Dan
Otonomi Daerah
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BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pertanyaan dan tuntutan
tentang perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah terus bermunculan, pada akhirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun
1974 dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang
mengatur tentang pemerintahan daerah. Sejak undang-undang ini berlaku,
banyak perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Sebagai salah satu contohnya adalah perubahan hubungan antara
pemerintah pusat dan daerah pada sistem pemerintahan yang semula
berbentuk sentarlisasi menjadi desentralisasi, yang berarti adanya
pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan sistem pemerintah di Indonesia, ditandai dengan
berawalnya masa Reformasi pada tahun 2001 dimana sifat kekuasaan yang
sebelumnya terpusat berubah menjadi daerah diberi kewenangan sendiri
atau yang biasa disebut dengan otonomi daerah. Perubahan ini diharapkan
kepada daerah-daerah agar lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya
sendiri. Otonomi daerah diatur dalam Undang — undang Nomor 32 Tahun
2004 dan mengalami perubahan menjadi Undang — undang Nomor 12
Tahun 2008 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah dan Undang —
undang Nomor 33 Tahun 2004 yang tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



Setelah undang — undang tentang otonomi daerah diberlakukan, daerah
otonom akan memiliki sebagian besar kekuasaan atas daerahnya yang
terlepas dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah otonom akan lebih
aktif dalam proses pembangunan daerahnya. Dengan sistem ini,
pembangunan akan lebih terarah karena Pemerintah daerah sebagai
pelaksana pembangunan lebih memahami kebutuhan daerahnya sendiri.

Menurut Sakarya (2018) Suatu daerah otonom akan bisa dikatakan
mandiri dan mampu bertanggung jawab atas daerahnya adalah ketika
daerah tersebut bisa mengurus dan membiayai segala urusan yang ada di
daerah tersebut tanpa dengan biayanya sendiri tanpa bantuan dari
pemerintah pusat sebagai pemberi amanah

Secara umum, menurut Kaho (2002) dalam Radiansyah (2019), faktor -
faktor yang akan menentukan dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan
otonomi daerah di Indonesia, antara lain yaitu:

a.  Faktor manusia sebagai subjek penggerak (faktor dinamis) dalam
penyelenggaraan otonomi daerah;

b.  Faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi
terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah;

c.  Faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi
terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah; serta

d.  Faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk
melakukan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara baik,

efisien, dan efektif.



Dari uraian di atas, jelaslah bahwa kemampuan mengelola
keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan
penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah
otonom adalah kemandirian keuangan, termasuk kemampuannya untuk
memanfaatkan sumber daya keuangan dengan baik dan menggunakannya
secara bijaksana, wajar dan akurat. Daerah harus memiliki sumber
keuangan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan otonominya.

Namun, pada kenyataannya setelah 20 tahun otonomi daerah
berjalan di Indonesia masih banyak daerah yang bergantung kepada
transfer dari pemerintah pusat. Saat ini, isu pokok bukan lagi pada
bagaimana menciptakan sistem transfer sehingga sumber dana untuk
daerah (terutama daerah miskin) berjumlah relatif cukup memadai dan
antara daerah satu dengan lainnya dibuat tidak terlalu timpang. Isu pokok
sekarang adalah bagaimana mengarahkan daerah, terutama daerah-daerah
yang tidak kaya untuk bisa menggunakan APBD nya secermat mungkin
dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Hirawan,
2007)

Adapun penelitian ini akan membahas masalah implementasi
otonomi daerah kabupaten/kota di Suamatera Barat, karena tujuan dari
pelaksanaan otonomi daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya,
kecuali untuk urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan
pemerintah, pada dasarnya ini bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan  masyarakat.  Indikator peningkatan kesejahteraan

masyarakat Indonesia yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional



Bruto (PDRB) perkapita yang  akan mempengaruhi penerimaan
pemerintah daerah dan pada gilirannya akan mempengaruhi kemampuan
keuangan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Berikut di
sajikan data PDRB Perkapita atas harga berlaku di Kab/Kota Provinsi
Sumatera Barat :

Grafik 1.1
Perkembangan PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2021

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
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Pada Grafik 1.1 dapat dilihat perkembangan Pendapatan Domestik
Regional Bruto (PDRB) Perkapita di 19 kabupaten/kota yang ada di
Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai tahun 2021 mengalami
fluktuasi. Hal ini menggambarkan kegiatan perekonomian di Sumatera
Barat semakin berkembang. Kemajuan perekonomian masing—masing
kabupaten/kota tentunya akan meningkatkan PDRB perkapita Sumatera
Barat yang dimana menurut data yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat,
yaitu tertinggi pada tahun 2021 PDRB Perkapita Sumatera Barat sebesar

Rp. 45.294 dan terendah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 28.994. PDRB



Perkapita dari tahun 2013 hingga 2019 baik di kawasan regional maupun
nasional secara konsisten menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun
2020, PDRB Perkapita mengalami penurunan baik secara nasional
maupun di Sumatera Barat. Hal ini tentunya tidak lepas dari perlambatan
ekonomi akibat pandemi Covid-19. Tetapi, PDRB Perkapita kembali

meningkat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal,
dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah. Kedua Undang-undang ini mengatur pokok-
pokok penyerahan kewenangan kepada pemerintah daerah serta

pendanaan bagi pelaksanaan kewenangan tersebut.

Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, menurut prinsip money
should follow functions merupakan prinsip yang harus diperhatikan dan
dilaksanakan (Christia and Ispriyarso 2019). Artinya setiap penyerahan
atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada
anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut.
Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, diperlukan keberadaan
pemerintahan pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan
penegakan hukum agar prinsip money follows function dapat dilaksanakan
secara konsisten dan eksplisit. Hal ini untuk menghindari terjadinya
transfer sumber keuangan yang sudah dikuasai oleh daerah tetapi tidak

diikuti oleh tugas desentralisasi yang menjadi tanggung jawab daerah.



Dalam UU No. 33 tahun 2004 pasal 10 dijelaskan bahwa pajak
daerah dan dana perimbangan merupakan sumber penerimaan dari dacrah
pada masa desentralisasi fiskal. Dengan demikian pemerintah daerah
diharap mampu memaksimalkan PAD nya, agar nantinya tercipta
kemandirian dari pemerintah daerah yang mampu mengelola keuangan
daerahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintahan pusat yang terlalu
banyak atau mendominasi. Kemandirian pemerintah daerah bisa dicapai
melalui pengoptimalan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolaan
kekayaan daerah yang dipisah dan PAD lain-lain yang sah yang
merupakan subtansi dari PAD, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan No. 33 tahun 2004 Pasal 6.

Menurut Halim (2012) segala penerimaan yang diperoleh dari
sumber ekonomi asli daerah seperti penerimaan yang didapat dari
pengelolaan pajak dan restribusi daerah disebut dengan Pendapatan Asli
Daerah (PAD). Untuk itu pemerintah daerah harus melakukan upaya
penguatan dan perluasan pengelolaan sumber-sumber pendapatan
tersebut. Tingkat kemandirian fiskal daearh dapat dilihat dengan cara
membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan

Daerah.

Dengan kata lain, semakin peningkat Pendapatan Asli Daerah
terhadap Total Penerimaan Daerah berarti semakin berhasil suatu daerah
dalam menyelenggarakan desentralisasi fiskal. Maka dari itu untuk

melihat perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Kab/Kota di Provinsi



Sumatera Barat pada beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada Grafik

1.2:

Grafik 1.2
Perkembangan Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013-2021
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Pada Gaafik 1.2 dapat kita lihat bahwa perkembangan Kemandirian
Fiskal Daerah 19 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat mengalami
trend yang fluktuatif. Kemandirian fiskal provinsi Sumatera Barat yang
terbesar adalah di tahun 2014 yaitu sebesar 47,56% dan yang terendah di
tahun 2017 sebesar 35,18%. Namun, persentase kemandirian fiskal ini
masih dibawah 50% yang berarti belum cukup baik dimana setiap daerah
di Provinsi Sumatera Barat terus berusaha memaksimalkan pengelolaan
sumberdaya daerahnya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan
asli daerah. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa kontribusi PAD

terhadap total penerimaan masing-masing daerah masih tergolong rendah



atau dengan kata lain PAD belum menjadi sumber penerimaan terbesar

dari masing-masing kabupaten/kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah
yang digali dari wilayah daerah bersangkutan. Idealnya semua
pengeluaran pemerintah daerah dapat dicukupi dengan menggunakan
PAD sehingga dacrah menjadi benar-benar otonom. Struktur PAD yang
kuat inilah yang sebenarnya menjadi barometer utama suksesnya
pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung terciptanya kemandirian
daerah. Menurut Kusuma (2014), kemampuan PAD dalam mencukupi
anggaran belanja daerah sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan
ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan lancar jika
hanya membebankan kepada pemerintah. Penerimaan Daerah juga
mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penerimaan
pemerintah pusat. Peningkatan PAD yang semakin tinggi akan
merangsang pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pelayanan
kepada publik sehingga pendapatan perkapita masyarakat juga akan
meningkat dengan kata lain daerah dengan pertumbuhan PAD yang positif

diharapkan akan meningkatkan pendapatan perkapita.

Selain itu, Laju pertumbuhan PDRB yang selalu meningkat setiap
tahunnya juga ditentukan oleh kemampuan investasi yang dapat
dilakukan, baik investasi secara agregat maupun investasi pada masing-
masing sektor ekonomi. Investasi yang dilakukan itu akan memberikan
pengaruh positif terhadap pendapatan regional. Investasi secara agregat

dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta, besarnya kebutuhan investasi



ini tergantung pula pada sumber-sumber pembiayaan pembangunan yang
dapat disediakan baik yang berasal dari sektor pemerintah maupun non

pemerintah dalam pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan laju investasi, pemerintah pertama kali
harus menerapkan kebijkasanaan investasi di sektor-sektor publik,
sehingga dapat mendorong investasi di sektor swasta (Rian Septiadi,
2021). Investasi dalam sektor publik, dalam hal ini adalah belanja
modal, yang merupakan salah satu pengeluaran investasi jangka panjang
dalam kegiatan perekonomian. Berikut dapat dilihat pada Grafik 1.3 yaitu
data investasi publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui Belanja

Modal:

Grafik 1.3
Perkembangan Investasi Publik Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 -2021
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Dilihat dari perkembangan investasi yang dilakukan oleh

pemerintah diatas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Investasi



publik yang dikur menggunakan belanja modal di provinsi Sumatera Barat
yang terbesar dapat dilihat pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp.
1.099.701.408.414 dan terendah adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar Rp.
427.858.382.674. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang
cukup signifikan dikarenakan terjadinya pandemi covid-19. Pandemi yang
terjadi pada tahun 2020 menyebabkan realisasi proyek tertunda terutama
yang berasal dari APBD dan APBN. Belanja modal yang sebagian sudah
dialihkan untuk penanganan Covid-19 juga menyebabkan investasi pada
tahun 2021 lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Dalam meningkatkan PDRB diperlukan sarana dan prasarana,
terutama dukungan keuangan yang memadai. sehingga peran investasi
relatif signifikan karena sejalan dengan perannya sebagai penunjang
pembangunan dan pertumbuhan nasional.Pembangunan ekonomi harus
didukung oleh berbagai faktor diantaranya investasi baik itu swasta
maupun pemerintah. Pembangunan yang didukung oleh peningkatan
investasi akan mendorong keberlanjutan hasil pembangunan (Mankiw
2007:219). Peningkatan investasi di daerah tidak terlepas dari iklim
investasi di daerah. Untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi
investasi, peran pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan. Banyak
pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai pembangunan tidak
hanya melalui peran pemerintah tetapi juga melalui peran sektor swasta.

Investasi swasta adalah investasi yang dilakukan oleh sektor swasta
dan tujuan dari investasi tersebut adalah untuk menghasilkan keuntungan

(profit oriented). Investasi swasta juga menjadi salah satu faktor kunci
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untuk memicu peningkatan pendapatan suatu daerah. Karena peningkatan
investasi di daerah dapat meningkatkan perkembangan daerah. Investasi
swasta merupakan penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan
penanaman modal asing. Berikut dapat dilihat pada Grafik 1.4:

Grafik 1.4

Perkembangan Investasi Swasta Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2013 - 2021
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Berdasarkan Grafik 1.4 perkembangan investasi swasta (PMDN dan
PMA) di Kab/Kota Provinsi Sumatera barat, dalam kurun waktu 2013 -
2021 investasi yang ditanamkan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.
Investasi swasta terbesar di Sumatera Barat terjadi di tahun 2018 yaitu
sebesar Rp. 59.393.962,96 dan yang terendah terjadi di tahun 2014 yaitu
sebesar Rp. 30.774.334,26. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena
pada tahun 2020 terjadinya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
investor dalam negeri maupun investor asing mengalami kesulitan untuk
berinvestasi dikarenakan tertutupnya akses keluar masuk wilayah

maupun negara ke Sumatera Barat. Namun, investasi swasta kembali
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meningkat pada tahun 2021 pasca pandemi covid-19 dikarenakan
berlakunya masa new normal yang memberikan akses kepada investor

asing untuk berinvestasi di wilayah Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka
penulis ingin menunjukkan apakah variabel diatas berpengaruh, maka
perlu dilakukan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk skripsi
yang berjudul ”Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Dan
Investasi Swasta Terhadap Implementasi Otonomi Daerah di

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah
pada penelitian ini adalah.
1. Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Implementasi
Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
2. Sejauhmana pengaruh Investasi Publik terhadap Implementasi
Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
3. Sejauhmana pengaruh Investasi Swasta terhadap Implementasi
Otonomi Daerah di Sumatera Barat ?
4. Sejauhmana pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan
Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di

Sumatera Barat ?
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan

penelitian yang akan dicapai disini untuk mengalisis :

1. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Implementasi
Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

2. Mengetahui pengaruh Investasi Publik terhadap Implementasi
Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

3. Mengetahui pengaruh Investasi Swasta terhadap Implementasi
Otonomi Daerah di Sumatera Barat.

4. Mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, Investasi Publik, dan
Investasi Swasta terhadap Implementasi Otonomi Daerah di
Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,
sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi
dunia pendidikan.

2. Manfaat Praktis
Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah
dikatakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :
1. Bagi Penulis
a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis di bidang
penelitian ilmiah dan memberikan gambaran yang jelas bagi

penulis tentang Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat
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b. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S1 dan
meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Bagi Pemerintah
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan
kepada pemerintah dalam menentukan dan merencanakan
kebijakan mengenai Otonomi Daerah di Sumatera Barat.
3. Bagi Peneliti Lain
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu
literatur bagi peneliti lain yang ingin meneliti atau
mengembangkan masalah mengenai Otonomi Daerah di

Sumatera Barat.
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